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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH KABUPATEN SAIABAS

TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang : a.
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c.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I,TAHA ESA

BUPATI SAAABAS,

bahwa memenuhi ketentuan Pasat 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Petaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran ?:AM.

bahwa terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014 pertu

dijabarkan secara rinci

bahwa untuk metakanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas,
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Fetaksanaan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Sambas

Tahun Anggaran ?:AM;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di
Katimantan (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1953 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 352) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana tetah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perotehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana
tetah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik lndonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyetenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Repubtik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Nomor 42861;
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3.

4.
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7.

undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembiran Negara Repubtik Indonesia Tahun 7004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perund-ang-undlngan (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004

Nomor S3l famna-han Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 20M tentang Pemeriksaan Pengetotaan dan

iungg;ngjarnuS Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 65, Tam6ahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia

Nomor 44001:'

Undang-undang Nomor 25 Tahun 20a4 tentang sistem Perencanaan
p"rnu-ngrnan -Nasionat (Lembaran Negara Reg.ubti[ lndonesia Tahun 2004

Nomor i04, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 44211;

undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara nepu!!!f
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubtik

lndonesia Nomor 4438);

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Oaerafr- (Lemba-ran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lemblran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan

iembaran Negara nepuUtit< lndonesia Nomor 5587) sebagaimana tetah dua kati

diubah, tera[hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 56791;

peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoter

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah

(Lembaran 1,{egara Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

iembaran Negara nepuUtit< lndonesia Nomor 4416) sebagaimana tetah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
perubahan Xetiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoter dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
penwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4712\;

peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengetotaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 45021;

peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 45701;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor a5751;

peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 45761;
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20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada D.ae3h

(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

iembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 45771;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetotaan Keuangan

Daerah Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 45781;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan standar Petayanan Minimat (Lembaran Negara l"prPli!,
tndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubtik

lndonesia Nomor 4585);

Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyetenggaran Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara

Repubtik-lndonesia ianun ZOO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik lndonesia Nomor 4593 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Petaporan Keuangan q1n

kineria lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 46141;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubtik lndonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia

Nomor 47371;

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelotaan Keuangan Daerah, sebagaimana tetah- dua kati dan terakhir
dengan Peraturan l enteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
penJbahan Kedua Atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengetolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubtik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelol.aan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas

Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2014

(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 1 );

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Sambas

Tahun Anggarin 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014

Nomor 4 );

i,lEl,tUTUSl(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABAMN PERTANGGUNGJAWABAN

PEIAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DAEMH KABUPATEN

SAA,TBAS TAHUN ANGGAMN 2014.

Pasal 1

Laporan Reatisasi Anggaran Tahun Angaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan:

Menetapkan :

a. Pendapatan Asti Daerah Rp. 119.494.577.985,98



Dana Perimbangan
Lain-Lain PendaPatan Yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

2. Betania:

a. Betanja Tidak Langsung

1. Betanja Pegawai
2. Betanja Bunga
3. Betanja Subsidi
4. Betanja Hibah
5. Betanja Bantuan Sosiat
6. Betanja Bagi Hasit
7. Betanja Bantuan Keuangan
8. Betanja Tidak Terduga

b. Betanja Langsung

1. Betanja Pegawai
2. Betanja Barang Jasa

3. Betanja Modat

JUl,tUH BELANJA

SuRPLUS / (DEFISIT)

3. Pembiayaan

1.052.737.654.926,91
31 .905.400.000,00

Rp. 1.2M.137.632.912,89

(*)
Rp.
Rp.

b.
c.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

578.508.953.595,57
831.091.819,90

9.870.038.000,00
3.962.797.650,00
3.791.236.986,00

30.482.461.786,10
Ro. 2.785.822.076,00 (*)

Rp. 630.232.401.913,57

Rp. 46.372.U5.973,&
Rp. 199.462.281.660,23
Ro. 298.076.998.878,00
no 543.911.926.511,87

Rp. 1.174.144.328.425,44

Rp. 29.993.304.487,45

(*)

Penerimaan PembiaYaan Daerah
Pengetuaran PembiaYaan Daerah

JUMLAH PEIABIAYMN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYMN
ANGGARAN TAHUN BERKENMN

Rp. 101.526.037 .846,47
Rp. 63.ee3,?l! JZQ,OL (-)

Rp. 37.532.801 .976,47

Rp. 67.526.106.463,92

Pasal 2

Ringkasan Laporan Reatisasi Anggaran sebagaimana dimakud datam Pasal

tercantum datam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Reatisasi Anggaran sebagaimana dimaksud datam Pasal

dirinci tebih tanjut ke datam Peniabaran Laporan Reatisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan Reatisasi Anggaran sebagaimana dimaksud datam Pasal

tercantum datam Lampiran ll Peraturan Bupati ini.

a.
b.



Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaktd datam Pasat 2 dan Pasal 4 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan ini mutai bertaku pada tanggat diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bilpati ini dengan penempatannya dal,am Berita Daerah Kabupaten Sambas'

Ditetapkan di Sambas
pada tanggat 9 SePtember 2015

BUPATI SAAiBAS

ttd

JULTARI! DJUHARDIALTVI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggat 9 SePtember 2015

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

ttd

JAA{IAT AKADOL

BERITA DAEMH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan Sesuai

Kepala Bagian Hukum

Pembina (lV/a)

Nip. 19640112 200003 1 003


